
3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang 
~·& -~ -:- 11 -· • 

2. Undang-Undaog Nomor 17 Tabun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Ta.mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

a. bahwa untuk penyesuaian dalam pelaksanaan 
prnberian tambahan pengbasilan bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Ungkungan Pemerintah Kabupaten 
Jepara maka perJu meninjau kembali Peraturan 
Bupati Nomor 70 Tabun 2016 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan 
Beban KeJJa, Tempat Bertugas dan Kelangkaan 
Profesi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubaban Atas Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 
Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan 
Kelangkaan Profesi; 

BUPATI JEPARA, 

Mengingat 

Menimbang 
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BUPATIJEPARA 

PROVTNSJ JAWA TENGAH 

PERATlJRAN BUPATl JEPARA 

NOMOR 11 TAHUN 2017 
TENTANG 

PERUBARAN ATAS PERATURAN BU PATT JEPARA NOMOR 70 TAHUN 
2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIP!L 

BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN 
KELANGKMN PROPES! 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 
tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3093); 

1.0. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494}; 

6. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peracuran Perundang-undangan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Repub!Jk lndonesia Nomor 4586): 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerlntah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANO PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASLLAN PEGAWAL NEGERl SrPrL 
BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS 
DAN KELANOKAAN PROFESI. 

MEMUTUSKAN : 

17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 
Sipil berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas 
dan Kelangkaan Profesi [Berita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2016 Nomor 70); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Namor 14 
Tahua 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Jepara 
Nomor 11 l; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerab sebagaimana telah beberapa kali cliubab 
terakhir dengan Peraturan Menter! Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tabun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri 
Sipil; 

l3. Pera.tu.ran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 20 LO Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia 
Nomor 5135); 

12. Peraturan Pemerinlah Nomor 74 Tabun 2008 
tentang Guru (Lernbaran Negara Republic 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tarnbahan 
Lembarao Negara Republlk Indonesia Nomor 4941); 



(1) Tarnbahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
diberikan setiap bulan yang dibayarkan pada awal bulan 
berikutnya. 

(2) Selain diberikan tambahan penghasilan sebagai.mana dimaksud 
pada ayal (1), juga diberikan tambahan pengbasilan lain setiap 
bulannya, yairu sebagai berikut: 

a. Untuk staf pada Perangkat Daerah yang mernbidangi 
pengelolaan keuangan daerah, sebesar Rp. 300.000,- (tiga 
ratus ribu rupiah); 

b. Untuk pejabat dan staf pada RSUD RA. Kartini, sebesar Rp. 
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 

c. Untuk kepala sekolah dasar Negerl, sebesar Rp. 1.000.000, 
[satu juta rupiah); 

Pasal 5 

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, menambah 1 (satu) huruf 
baru vakni huruf g, dan menyisipkan 1 [satu] ayat yakni Ayat (2al 
sehmgga berbunyi sebagai berikut : 

(3) Besaran tambahan penghasilan sebagairnana dimaksud pada 
ayar (1) menjadi tereantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian ndak terpisa.hkao dan Peraruran ini. 

(2) Jenis tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 J yaitu: 

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; 
b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempai bertugas; dan 
c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi. 

(l) PNS yang melaksanakan rugas clan fungsi di lingkungan 
Pemerinlah Daerah diberikan tambahan penghasilan sesuai 
denganjenisnya, yang bersurnber dan Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Daerah. 

Pasal 3 

I. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) cliubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Beberapa ketentuan yang diarur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 
70 Tahun 2016 tentang Tarnbahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan Beban Kcrja, Ternpat Bertugas dan Kelangkaan Profesi 
[Berna Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 70) diubah sebagai 
berikut 

PasaJ I 
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h. Jika tidak melaksaoakan apel pagi atau ape! siang dengan 
pemberitahuan lebib dari 3 (tiga) hari kerja, maka untuk hari 
ke 4 (empat) dan seterusnya berlaku ketentuan sebagimana 
huruf f. 

fl -a7ohahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 3, 
~ dcngan ketenruan sebagai berikut: 
a. Jil::a rnelaksanakan apel pagi dan dan apel slang serta bekerja 

sP;Jap han kerja sesuai de:ngan jam kerja efektif dalam sa.tu 
bulan, roaJra rarobabsn penghasilan diberikan secara penuh; 

b. jli2 udak rnasuk kerja tanpa pernberitahuan, make tambahan 
pcnghasilan ctipotong 3% (tiga persen) per hari tidak masuk 
kerja: 

c, Jika tidak masuk kerja dengan pemberitahuan paling lama 3 
(tiga) hari kerja dalam l [satu] bulan, males iambahan 
penghasilan tidak d.ikenakan potongan, 

d. -Jika tidak masuk kerja de:ngan pembe:ritahuan lebib dari 3 
[tiga) hari kerja, maka urrtuk hari kerja ke 4 [ernpat] dan 
seterusnya berlaku ketenruan sebagairnana huruf b: 

e. Tambaban penghasilan tidal, dipotong dalam hal tidak masuk 
kerja dengan pemberitahuan karena sakit dengan surat 
keterangan dokter atau kondisi rawat inap; 

f. Jika tidak melaksanakan ape) pagi atau apel siang tanpa 
pembedtahuan, maka tambahan penghasilan dipotong lo/o 
[satu persen) per ha:ri tidak rnelaksanakan ape! pagi atau 2% 
(dua persen) per hari tidak melaksanakan apel siang: 

g. Jika tidak melaksanakan apel pagi atau ape! siang de:ngan 
pemberitahuan paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam (1) sa.tu 
bulan maka tambahan penghasilan tidak dikenakan potongan; 

3. Ee;ei:tuaD dalaro Pasal 6 diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut : 

d Untuk kepala Puskesmas Karimunjawa dan dokter 
Puskesmas Karimunjawa, sebsar Rp. J.000.000,- (tlga juta 
rupiah); 

e Untuk PNS yang bertempat kerja di wilayah Karimunjawa, 
selain dokter dan kepala Puskesmas Karimunjawa, sebesar 
Rp. 500.000,- (lima rarus ribu rupiah); 

f Untuk PNS yang bertempat kerja di desa Parang, Desa. 
Nyamuk, desa Oenting, sebesar Rp. 750.000,- (tujub ratus 
hma. pulub ribu rupiah). 

g Untuk Asisten Sekretaris Daerah yang melaksa.naka.n Iungsi 
koordlnasi, sebesar Rp. 2.000.000,- [dua juta rupiah) . 

.?.a ?t:mberi.a.a t.ambahan pengbasilan sebaga!mana. dimaksud da.lam 
Pasa1 3 kepada kepala Puskesmas, setara dengan Eselon IVa. 



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR .... 11 

Diundangkan di Jepara 
pada canggaJ 2 Pebruari 2017 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Ditetapkan dJ Jepara 
pad a tanggal 2 Pe bruari 2017 
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Peraturan mi rnulai berlaku pada tanggaJ diundangkan, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraruran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah 
Kabupaten Jepara. 

Pasal 11 

i, Pemberitahuan sebagi.mana dima.ksud pada huruf b, huruf c. 
huruf d, huruf e, huruf r, dan huruf g berupa keterangan 
rerrulis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
ketentuan peraruran perundang-undangan di bidang 
kepegawaian. 

(2) Ketenruan ape! pagi, ape! siang, hari dan jam kerja efektif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) berpedoman pada peraturan 
mengenai ape! dan jam kerja bagi PNS. 

(3) Dalam hal PNS yang wilayah kerjanya jauh dari lnstansi 
lnduknya, maka dapat mengikuti ape! pagi atau apel siang pada 
kantor Kecamatan terdekat dengan mengisi daftar kehadira.n. 

(4) PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerfntah Daerah atau 
PNS dengan status titipan di instansi lain tidak diberlkan 
tarnbahan penghasilan. kecuali yang bersangkutan belum acau 
tidak menerima tambahan penghasilan termasuk uang lauk pauk 
dan/atau uang kehonnatan yang harus dibuktikan dengan surat 
pemyataan dari kepala Perangkat Daerah/instansi yang 
bersan gkutan. 

(5) Apabila PNS mengambil cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti 
karena aJasan penting atau cuti besar, maka tambahan 
penghasilan diberikan setelah dipotong masa cuti. 

(6) Dalam hal PNS mengambil cuti diluar tanggungan negara, tidak 
diberikan tambahan penghasilan. 
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750.000,- 
Tambahan sebagai Pejabat dan Petugas yang 
berrugas dl wilayab Kecamatan Karimunjawa Rp. 

2 yang berada ill Desa Parang, Desa Karimunjawa 
yang berada di Pu lau Gen ting dan Desa Nyamuk 

500.000,- 

Rp. 15.000.000, 
Rp. 8.000.000, 
Rp. 6.000.000, 
Rp. 5.000.000, 
Rp. 3.500.000, 
Rp. 2.500.000, 
Rp. 2.000.000,- 

U BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS 

L. Eselon ll a 
2. Eselon IT b 
3. Eselon Ill a 
4. Eselon III b 
5. Eselon IV a 
6. Eselon IV b 
7. Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna 

Anggaran 

A. PEJABAT STRUKTURAL 

- 

1 Tambahan sebagai Pejabat dan Petugas yang 
bertugas di wilayab Kecamatan Karimunjawa Rp. 
kecuali Desa Parang, Desa Karimunjawa yang 
berada di Pulau Genting dan Desa Nyamuk 

B. STAF / FUNGSIONAL 

l. Golongan IV Rp. l.150.000,- 
2 Oolongan Ul Rp. 1.100.000,- 
3 Golongan n Rp. 1.050.000,- 
4. Golongan I Rp. 1.000.000,- 

I BERDASARKAN BEBAN KERJA 

NO 
BESARNYA 
TAMBAHAN 

PENOHASfLAN PER 
BULAN 

ESELONERlNG / JABATAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SfPrI, 
BERDASARKAN BEBAN I<ERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN 

KELANGKAAN PROFESI 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA 

Nomor 11 Tahun 2017 
Tanggal : 2 Pebruari 2017 
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Pit. BUPATJ JEPARA, 

ill BERDASARKAN KELANOKAAN PROFESf 

1. Jenjang Auditor Ahli: 
a Auditor Utama (IV /d -JV /e) Rp. 4.000.000,- 
b. AudiLOT Madya (IV /a- rv /c) Rp. 3.000.000.- 
c. Auditor Muda (lll/c - ill/d) Rp. 2.500.000,- 
d. Auditor Pertama (ITT/a - rn/b) Rp. 2.000.000,- 

2. Jenjang Auditor Trampil: 
a. Auditor Penyelia (nt/c - m/dl Rp. 2.500.000,- 
b. Auditor Pelaksana Lanjutan (Ill/a- lll/b) Rp. I. 750.000,- 
c. Auditor Pelaksana [11/c-ll/d) Rp. 1.250.000,- 


